1. [bookmark: _Toc434137409]               PENDAHULUANBAB I


1.1. [bookmark: _Toc434137410]Latar belakang 
1. Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan  Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di ubah menjadi 119 tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu  sebagaimana diatur dalam  UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 
Selanjutnya Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. 
1.2. [bookmark: _Toc434137411]Landasan Hukum
Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember tahun 2016-2021, yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Kabupaten jember Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember.
1.3. [bookmark: _Toc434137412]Maksud dan Tujuan.
Perubahan Renstra Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Kecamatan Sumbersari  Kabupaten Jember tahun 2016-2021 adalah :
1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021. 
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sumbersari  Kabupaten Jember. 
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan. 


4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah. 
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. [bookmark: _Toc434137413]Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas. 


1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Sumbersari Kabupaten
Jember
1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Sumbersari  Kabupaten Jember
	2.3	Sumber Daya Kecamatan Sumbersari  Kabupaten Jember
	2.4	Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbersari  Kabupaten Jember
	2.5	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
	3.1 	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumbersari  Kabupaten Jember
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Kementerian 
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis


BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumbersari  Kabupaten Jember
	4.2	Strategi dan Kebijakan
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
	5.1	Rencana Program dan Kegiatan
	5.2	Indikator Kinerja
BAB VI	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUMBERSARI  KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
LAMPIRAN
1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN






[bookmark: _Toc434137414]GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBERBAB II


Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokarsi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  urusan  rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta Profesionalitas Pelayanan Publik di  Kecamatan Sumbersari adalah aspek Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur ,Kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang, 
Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

    2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Sumbersari 
          Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 61 Tahun 2016 tanggal.   23   Desember  2016   tentang    Penjabaran   Tugas   Pokok, Fungsi   dan  Tata    Kerja   Kecamatan    di    Lingkungan    Kabupaten Jember sebagai berikut :
    I. CAMAT
                    Camat   menyelenggarakan   tugas   umum  pemerintahan   yang     
                    meliputi:
a. Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati  untuk menangani sebagai urusan  Pemrintahan Kabupaten;
b. Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada point a  ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012. 
                Selain  tugas     sebagaimana   dimaksud   pada    ayat     (1 ) Camat    melaksanakan       Kewenangan    pemerintahan     yang dilimpahkan oleh    Bupati   untuk   menangani    sebagian  urusan otonomi daerah,  yang meliputi aspek:
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; 
i.  kewenangan lain yang dilimpahkan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan  Koordinasi  kegiatan   pemberdayaan masyarakat 
b. Melaksanakan Koordinasi upaya  penyelenggaraan   ketentraman dan ketertiban  umum;
c. Melaksanakan Koordinasi penerapan dan  penegakan   peraturan      perundang-undangan;
d. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas   Pelayanan umum;
e. Melaksanakan    Koordinasi        penyelenggaraan        kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Melaksanakan   Koordinasi  Pembinaan        penyelenggaraan pemerintahan Desa dan /atau kelurahan; 
Melaksanakan Koordinasi :
a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
b. penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi rencana 
strategis kecamatan  rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
c. pengkoordinasian kegiatan   pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya   yang  diselenggarakan oleh semua instansi;
d. pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
e. pengkoordinasian   penerapan    dan    penegakan    peraturan perundang-   undangan; 
f. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. pengkoordinasian  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan   kemasyarakatan;
h. pembinaan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan / atau kelurahan;
i. pelaksanaan  pelayanan  masyarakat   yang   menjadi ruang  lingkup    tugasnya    dan  /   atau   yang     belum    dapat        dilaksanakan  pemerintahan  desa atau  kelurahan;

    Tugas    Camat   dalam     mengkoordinasikan    kegiatan     pemberdayaan masyarakat meliputi:
a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan   lingkup      kecamatan    dalam    forum     musyawarah  perencanaan  pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan ;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja  baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di wilayah kerja kecamatan;
c. melakukan  evaluasi   terhadap   berbagai     kegiatan    pemberdayaan masyarakat   diwilayah   kecamatan  baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun  swasta;
d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuaidengan  peraturan perundang-undangan; 

e. melaporkan  pelaksanaan tugas  pemberdayaan  masyarakat di wilayahkerja  kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja peran  daerah  yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan  ketertiban umum meliputi:
a. melakukan   koordinasi    dengan    kepolisian   Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara   Nasional   Indonesia   mengenai   program dan kegiatan penyelenggaraan   ketenteraman   dan    ketertiban      umum   di    wilayah     kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja  kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di   wilayah kecamatan; 
c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:
a. Melakukan koordinasi dengan satuan   kerja    perangkat daerah yang tugas  dan  fungsinya di  bidang   penerapan    peraturan   perundang - undangan;
d. Melakukan koordinasi  dengan  satuan  kerja perangkat daerah yang tugas dan  fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan  dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
e. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan  di wilayah kecamatan kepada bupati.



Tugas  Camat  dalam   mengkoordinasikan  pemeliharaan      prasarana dan fasilitas  pelayanan umum meliputi:
a. melakukan    koordinasi   dengan    satuan   kerja   perangkat   daerah dan/ atau  instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang       pemeliharaan prasarana   dan fasilitas  pelayanan umum;
b. melakukan     koordinasi     dengan     pihak  swasta    dalam   pelaksanaan pemeliharaan  prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 
f. melaporkan pelaksanaan  pemeliharaan  prasarana dan fasilitas pelayanan umum   di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:
a. melakukan   koordinasi    dengan    satuan    kerja   perangkat  daerah dan instansi  vertikal  di  bidang   penyelenggaraan    kegiatan    pemerintahan;
b. melakukan     koordinasi    dan   sinkronisasi   perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan   pemerintahan;
c. melakukan evaluasi   penyelenggaraan    kegiatan    pemerintahan       di  tingkat   kecamatan; 
d. melaporkan   penyelenggaraan   kegiatan  pemerintahan  di   tingkat    kecamatan     kepada Bupati.
Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi  pemerintahan desa  dan/atau kelurahan;
b. memberikan    bimbingan,     supervisi,      fasilitasi,     dan   konsultasi pelaksanaan  administrasi desa dan/atau kelurahan;
c. melakukan    pembinaan   dan     pengawasan   terhadap  kepala desa dan/atau lurah;
d. melakukan     pembinaan      dan     pengawasan   terhadap  perangkat desa  dan/atau  kelurahan;
e. melakukan  evaluasi   penyelenggaraan  pemerintahan desa dan/ataukelurahan di  tingkat kecamatan; dan Kelurahan
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada  bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:
a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada  masyarakat di kecamatan;
b. melakukan  percepatan  pencapaian  standar  pelayanan  minimal di wilayahnya;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada  masyarakat di kecamatan;
d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

II. SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.
(1) Sekretariat, membawahkan:
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
  b. Subbagian Umum dan Asset.
(2) Subbagian - subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan program perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
a. Menghimun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran,baik  anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
b. Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
c. Melakukan Perencanaan intensifikasan kegiatan Kecamatan serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pajak;

d. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
e. Melakukan analisa,evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten;
f. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran         pendapatan     dan      belanja          Kecamatan;
g. Melaksanakan        perhitungan       anggaran    dan   verifikasi;
h. Melaksanakan   Tata    usaha    pembayaran   gaji pegawai;
i. Mengurus keuangan perjalanan dinas maupun Administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun  laporan  bidang keuangan;
k. Menerima dan menyetorkan hasil  pungutan  pajak daerah dan restribusi daerah ke Kas Daerah;
l. Melakukan pembinaan administrasi keuangan. 
                                   
a. Subbagian Umum dan Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum,pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha Sekretariat;
b. melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
c. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
d. mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Kecamatan;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi  perkantoran perlengkapan;
f. mengurus kendaraan dan alat-alat angkutan lain milik Kecamatan ;
g. melaksanakan   persiapan  upacara ,pertemuan  dan rapat dinas serta    persiapan  penerimaan dan pengaturan tamu;
h. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang  meliputi  pengumpulan   data   kepegawaian,buku induk  pegawai, mutasi,   pengangkatan   pengangkatan,   kenaikan pangkat;
i. pemberhentian dan pemindahan,cuti,bebas tugas,kenaikan gaji berkala,pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan Kecamatan;
j. menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan;
k. menyusun formasi pegawai dilingkungan Kecamatan;
l. melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
m. menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
n. melaksanakan  tata   usaha   barang  peralatan  dan perbekala;
o. melaksanakanpengadaan,pembinaan,penggunaan,penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
p. menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melaksanakan distribusi barang peralatan dan perbekalan.

III.  SEKSI  PEMERINTAHAN
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Umum desa/Kelurahan dan fasilitas kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
mempunyai  fungsi meliputi: 
a. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;  
b. Menyelenggarakan   urusan   pertanahan   dan   pengawasan  asset    daerah diwilayah Kecamatan;
c.  Menyusun  program  dan   melaksanakan   fasilitas kegiatan sosial  politik,iiologi dan kesatuan bangsa;
d. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksana tugas

IV. SEKSI PELAYANAN UMUM
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksakan urusan pelayanan Umum kepada masyarakat diwilayah Kecamatan yang meliputi pelayanan dasar dibidang  administrasi kependudukan, rekomendasi perijinan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang dberikan oleh Camat.
Mempunyai tugas meliputi:
a. Melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil; 
b. Memfasilitasi penertiban rekomendasi penyiapan bahan perumusan     
    dan  pelaksana perijinan di  wilayah  Kecamatan    sesuai  dengan 
    kewenangan  yang ada; 
c.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
e. Menyusun   program   pembinaan    dan   peningkatan   pelayanan  kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
g. Menyusun program dan perbankan, perkriditan, perikanan, peternakan dan kehutanan bersama-sama  dengan unit pelaksana tehknis di Kecamatan;
h. Menyusun program dan pembinaan industri kecil dan usaha informasi serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi di wilayah Kecamatan;
i. Menyusun program dan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum. 

VI. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan ketentramana dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang dibrikan oleh Camat.
Menpunyai tugas meliputi: 
a. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman    dan ketertiban umum; 
b. Menyusun program dan pembinaan Penyelenggaraan    Polisi Pamong Praja;  
c. Menyusun program dan pembinaan Linmas;
d.  Melakukan    koordinasi     dibidang       keamanan         dan  
     ketertiban diwilayah  Kecamatan;

d.  Memantau   situasi,   kondisi     dan  menjaga stabilitas kesatuan  bangsa dan wawasan kebangsaan. 
f.   Memantau dan penggalangan bencana alam.   

VII. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESOS
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos mempunyai tugas pokok a. Mengkoordinasi dan melaksanakan perencanaan ,pemberdayaan 
    dan peningkatan Partisipasi Masyarakat;
b. Penyususnan program dan melaksanakan pembinaan kesos,kesehatan,pendidikan dan KB, kepemudaan peranan wanita dan Olah Raga.
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat .
Mempunyai fungsi meliputi:
a. Menyusun program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
b. Menyusun  program dan  pengawasan kegiatan pembangunan fisik  di wilayah Kecamatan;  
c. Menyusun program dan pembinaan usaha pemberdayaan masyarakat;
d. Menyusun program dan pembinaan usaha kelestarian lingkungan hidup;
e. Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, perlindungan anak 
f. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesehjateraan keluarga, penyusunan progam percepatan pengentasan kemiskinan 
g. Memfasilitasi kegiatan lembaga keswadayaan masyarakat, penyusunan progam dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan 
          Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 62 Tahun 2016 tanggal. 01  Desember  2016   tentang    Penjabaran   Tugas   Pokok, Fungsi   dan  Tata    Kerja   Kecamatan    di    Lingkungan    Kabupaten Jember sebagai berikut :
I. LURAH
               Lurah    adalah Pimpinan Wilayah yang merupakan perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat   Mempunyai tugas membantu Camat dalam :        
a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan,pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
c. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mempunyai fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat
c. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;dan
d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasaranan, serta fasilitas pelayanan umum. 

2. SEKRETARIS KELURAHAN
Mempunyai tugas menjalankan adminisrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian
b. Penyusunan dan  perencanaan anggaran program dan kegiatan;
c. Pelaksanaan administrsi pengelolaan kuangan dan gaji pegawai;
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan inventarisasi dan rumah tangga;
e. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
f. Pelaksanaan urusan tata usaha kelurahan;dan
g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN
Seksi Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan wilayah, ketentraman dan ketertiban umum,administrasi di bidang pertahanan .
Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. Pengolahan dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan

b. Pengumpulan bahan pembinaan wilayah dan pelayanan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
d. Pelaksanaan pungutan pajak bumi bangnan (PBB)
e. Pemantauan situasi,kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
f. Pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah;
g. Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan sesuai peratuan perundang-undangan; dan
h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESOS KELURAHAN
Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Sosial,Kesehatan,Pendidikan,Keluarga Berencana (KB) dan Peranan Wanita serta tugas yang si berikan oleh Lurah.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesos mempunyai fungsi :
a. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan;
b. Pemberdayaan dalam bidang Kesos,KB,peranan wanita,kependudukan dan olahraga;
c. Pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan sosial penanganan korban bencana,fasilitasi kehidupan beragam maupun peningkatnan kesehatan masyarakat;dan
d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. SEKSI PELAYANAN UMUM KELURAHAN
Seksi Pelayanan  umum mempunyai tugas:
a. Melaksanakan urusan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
b. Melakukan pelayanan dibidang administrsi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. Melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat;dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
Mempunyai fungsi :
a. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Penyusunan program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan ,keindahan dan sanitasi lingkungan;dan
c. Penyusunan laporan pertanggunggawaban atas pelaksanaan tugas. 



1.2.2.   SRTUKTUR  ORGANISASI KECAMATAN
              Sesuai   dengan   Peraturan   Daerah  Kabupaten   Jember   Nomor. 61 Tahun    2008   tentang   Penjabaran  Tugas   Pokok  dan  Fungsi serta Tata   Kerja   Pemerintah   Kecamatan,   maka     Susunan   Organisasi   Pemerintah  Kecamatan sebagai berikut :
  1. Camat
     2. Sekretaris Kecamatan
· Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
   b.Bagian Umum dan Asset
                   3. Seksi Pemerintahan
                   4. Seksi Kesejahteraan Sosial
                   5. Seksi Pelayanan Umum
                   6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
                   7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

2.2.2. Susunan Organisasi Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 62 Tahun 2016 tanggal. 01  Desember  2016   tentang    Penjabaran   Tugas   Pokok, Fungsi   dan  Tata    Kerja   Kecamatan    di    Lingkungan    Kabupaten Jember sebagai berikut :
1. Lurah;
2. Sekretris
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 
5. Seksi Pelayanan Umum  


                    Kelompok Jabatan Fungsional
                Kelompok    Jabatan   Fungsional    dipimpin    oleh  seorang Tenaga     Fungsional     Senior    sebagai       Ketua    Kelompok    dan   bertanggung   jawab   kepada Camat.
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Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember 


	

NO
	
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi OPD
	
Target
SPM
	
Target
IKK
	
Target Indikator Lainnya
	
	
Target Renstra OPD Tahun
	
	
Realisasi Capaian Tahun
	
	  Rasio Capaian pada Tahun

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	(1)
	 (2)
	(3)
	(4)
	(5)
	66)
	  (7)
	 (8)
	  (9)
	(10)
	(11)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)

	1.
	Prosentase Tingkat kepuasan Aparatur terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar kantor
	-
	-


	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat  ( SKM ) pada bidang pelayanan Publik
	-
	-
	-
	98%
	98%
	98%
	100%
	100%
	100%
	98%
	98%
	98%
	100%
	100%
	100%
	98%
	98%
	98%
	100%
	100%
	100%

	3.
	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun
	-
	-
	-
	98%
	98%
	98%
	98%
	100%
	100%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	100%
	100%

	4.
	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang PMKS yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun
	-
	-
	-
	98%
	98%
	98%
	98%
	100%
	100%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	100%
	100%

	5.
	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban umum yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun
	-
	-
	-
	98%
	98%
	98%
	98%
	100%
	100%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	100%
	100%

	6.
	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Peningkatan Pelayanan Kec.dan Kelurahan yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun
	
	
	
		
	98%
	98%
	98%
	100%
	100%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	100%
	100%



	
	
	98%
	100%
	100%
	
	
	
	98%
	98%
	98%
	
	
	98%
	98%
	100%
	100%
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1. 

2.3. SUMBERDAYA KECAMATAN SUMBERSARI
Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi .Kelurahan dan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember memiliki sumberdaya manusia sebanyak 80 orang dengan rincian sebagai berikut :
1. Status 
Dari keseluruhan sumberdaya manusia Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah 80 orang dari status kepegawaian sumberdaya tersebut terbagi pada status PNS .   
Tabel 1
Status Kepegawaian Kelurahan dan Kecamatan Sumbersari
	No.
	STATUS
	JUMLAH

	
1.
	
PNS Kelurahan dan Kecamatan
	
78


             
2. Pangkat Golongan dan Jabatan
   Berdasarkan pangkat golongan dan Jabatan Aparatur Kecamatan    Sumbersari Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :
Tabel 2
                    Data Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Sumbersari   
                                        berdasarkan Golongan	
	No.
	GOLONGAN
	JUMLAH

	1.
	Golongan  IV
	3

	2.
	Golongan  III
	39

	3.
	Golongan   II
	28

	4.
	Golongan I
	8

	
	Jumlah
	78



3. Jabatan Struktur 
  Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Sumbersari yang menduduki Jabatan Strultural adalah sebagai berikut :
Tabel 3
Jabatan Struktural Kelurahan dan Kecamatan Sumbersari
	
No.
	
JABATAN STRUKTURAL
	
JUMLAH

	1.
	Camat  ( Eselon III a )
	1

	2.
	Sekretaris  Camat ( Eselon III b )
	1

	3.
	Kepala Seksi ( Eselon  IV a )
	11

	4.
	Kepala Subbagian ( Eselon  IV a )
	18



4. Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Aparatur Kecamatan Sumbersari  Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :
Tabel 4
Data Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Sumbersari Berdasarkan Pemndidikan
	No.
	PENDIDIKAN
	JUMLAH

	1.
	Pasca Sarjana  S -2
	4

	2.
	Sarjana S – 1
	28

	3.
	Sarjana Muda
	1

	4.
	SLTA
	33

	5.
	SMP
	9

	6.
	SD
	3

	
	Jumlah
	78






5. Kelengkapannya ( Sarana dan Prasarana Kantor )
Untuk mendukung kegiatan operasional Kelurahan dan Kecamatan Sumbersari didukung dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :
1. Gedung kantor 			:     8 unit
2. Rumah dinas Camat			:     1 unit
3. Aula/pendopo			:     8 unit
4. Tempat Sholat			:     3 unit	
5. Kendaraan roda 4 (empat)		:     2 buah
6. Kendaraan roda 2 (dua)		:     9 buah
7. Mesin ketik				:     6 buah
8. Personal Computer ( PC )		:    26 unit
9. Note Book				:    17 buah
10. Kursi kerja				:  176 buah
11. Meja rapat				:    10 buah
12. Pesawat telepon			:     3 buah
13. Kursi Rapat				: 750 buah
14. Felling Cabinet			:   33 buah
15. Lemari					:   32 buah
16. Telpon fax				:     1 buah
17. Meja podium				:     8 buah
18. AC					:   23 buah


2.4.    KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUMBERSARI
Pengukuran tingkat kinerja Kecamatan Sumbersari dan Kelurahan  yang tertuang dalam Renstra tahun 2021 – 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran ,secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya,namun demikian pula beberapa sasaran yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2015 s/d 2020. Kecamatan sumbersari dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkalu dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Kinerja Kantor Kecamatan Sumbersari dan Kelurahan tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :
Sasaran tersebut antara lain :
h. Kelancaran kegiatan kantor;
i. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur;
j. Tersusunnya  laporan  bulanan,  triwulanan,  semesteran  dan    tahunan;
k. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kelurahan dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat; Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat;
l. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan;
m. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan.


2.5.  TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 
Dari hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang .Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musranbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musranbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musranbang tingkat Kecamatan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundang-undagan yang berlaku  di Kecamatan Sumbersari dikarenakan penyampaian informasi kurang , sehingga banyak masyarakat yang memang belum tahu tentang perda tersebut.
Diharapkan untuk yang akan datang dan selanjutnya dari Dinas yang terkait dan bekerjasama dengan Kecamatan apabila ada perubahan atau peraturan baru hendaknya diadakan sosialisasi yang menghadirkan masyarakat dan instansi sektoral di tingkat Kecamatan.
3. Masyarakat kurang proaktif dengan Aparat yang ada di Wilayah dalam menginformasikan kejadian –kejadian yang ada di Lingkungan Masyarakat,sehingga masih ada  kejadian atau huru – hara dilingkungan yang tidak terselesaikan dan mengganggu ketentraman dan keamanan dilingkungan.diharapkan kedepan dari Aparat yang membidangi Kamtibmas ditingkatkan pematauan  keliling dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat di wilayah.  
4. Kurangnya koordinasi antara Kepala Kelurahan  dan Perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya Permintaan Laporan Kegiatan dari Kabupaten,Kecamatan  ataupun  Instansi Sektoral yang terlambat. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Pentingnya kordinasi antara Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Kelurahan.



	




























BAB III

[bookmark: _Toc434137430]ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN 
TUGAS DAN FUNGSI
[bookmark: _Toc434137431]
3.1. Identifikasi   Permasalahan   Berdasarkan  Tugas  dan  Fungsi       
       Pelayanan  Kecamatan Sumbersari 
Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor ; 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 61 Tahun 2016. adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
Sumber daya Kecamatan Sumbersari yang meliputi Sumbersa daya Manusia,(SDM) .anggaran,sarana dan prasaran ,kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis,Sumber Daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan capaian tujuan kinerja pelayanan Kecamatan Sumbersari selama kurun waktu lima tahun ke belakang,tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sumbersari yaitu:





1. Kondisi Internal
-  Tersedianya   SDM    aparatur    Kecamatan   dan   Kelurahan
   -  Struktur    Organisasi    yang   terpola  berdasarkan Peraturan   
       Daerah    Kabupaten   Jember     Nomor .    61   Tahun   2016
   -   Peningkatan   fungsi    koordinasi    di    wilayah  Kecamatan  
       Sumbersari  yang  baik
   -   Sarana    dan     prasarana   yang tersedia  guna mendukung 
       kegiatan   di   Kantor  Kecamatan   Sumbersari
   -   Ketersediaan     dana      dalam    mendukung     kegiatan   di   
       Kantor   Kecamatan Sumbersari

2. Kondisi Eksternal
-  Banyak   kegiatan di semua  bidang  dan  kegiatan   diluar bidang di  Kelurahan   yang    seharusnya    di  monitor    akan     tetapi    jumlah   karyawan   sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan   Sumbersari, sehingga  perlu adanya penambahan karyawan
- Instansi Sektoral yang terkait kurang proaktif /kurang koordinasinya   sehingga   apabila    ada   kegiatan  yang berhubungan dengan data   tidak sesuai dengan data yang ada di kecamatan.
-   Sebagian   besar   Masyarakat    menginginkan     pelayan      yang   dikecamatan   bisa   selesai cepat waktu namun Kecamatan masih    terkendala dengan    lamanya proses dari Kabupaten ( Bapenduk )
-   Kurangnya    Pemahaman   tentang   Tupoksi,  aparatur  sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.
 -  Wilayah  Kecamatan Sumbersari terletak dikota dan berpenduduk banyak  baik   dari   kalangan   Pendidikan   maupun     pedagang terutama di daerah  Kampus  sehingga perlu adanya pemantauan secara  intensip / kerja  sama  dalam hal kenyamanan, keamanan serta ketertipan lingkungan. 
Prediksi keadaan  Kecamatan Sumbersari 5 ( lima ) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Faktor Internal
                     a. Kekuatan :
     -  Tersedianya SDM yang memadai
     -  Adanya struktur organisasi yang terpola
     - Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati  kepada Camat
     -  Adanya  koordinasi di Wilayah  Kecamatan Sumbersari yang baik
 -  Kecamatan    Sumbersari    terletak   diwilayah    perkotaan   dan berpenduduk banyak. 
 - Di sektor Perdagangan Kecamatan Sumbersari mempunyai potensi usaha perdangan 
 
b. Kelemahan
-  Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat kelurahan
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapatditangani      secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
   - Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas.

2. Faktor Eksternal
a. Opportunities ( peluang )
-  Peningkatan   pengetahuan   aparatur   melalui   diklat / pelatihan 
 -  Adanya   pembinaan   dalam    rangka   peningkatan   tugas dan    fungsi bagi     Perangkat Kelurahan
· Perlu adanya sosialisasi Perda  sebagai  bekal untuk Pemahaman dan pengembangan SDM  yang berkembang di wilayah   lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program Kamtibmas.
          - Usaha Perdagangan merupakan andalan dan sumber PAD yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomi daerah. Diharapkan dengan adanya kerja sama pihak ketiga maka dapat menambah Kesejateraan masyarakat Sumbersari.

                      b. Threats ( ancaman )
   -  Masih rendahnya SDM Perangkat Kelurahan
   -  Kurang  maksimalnya   hasil    kegiatan     pemberdayaan    dan  
      peningkatan  parsipasi   masyarakat   dalam    pembangunan di   
      wilayah Kecamatan   Sumbersari
·  Kurang optimalnya pengembangan usaha perdagangan/
 kerajinan 
       Dari  faktor internal  dan   faktor   eksternal kemudian diinterasikan dengan   mengeluarkan   pemetaan    prediksi   dan      pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :
1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
a. Koordinasi  internal   yang   baik   digunakan untuk  meningkatkan tugas   kordinasi di  wilayah Kecamatan   Sumbersari.
b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
c. Pembinaan dan Sosialisasi tentang Perda dan menjamin kepastian hukum.
d. Koordinasi  internal  dan  eksternal dalam pengembangan sektor   Perdagangan.

2. Pemetaan  dengan   perkecil   kelemahan  dengan   memanfaatkan peluang 
a. Meningkatkan pemahaman tupoksi   melalui diklat / pelatihan 
    – pelatihan.
b.  Menyusun rencana kebutuhan  sarana dan   prasarana 
c.  Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan

3.  Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
a.  Meningkatkan  fungsi  koordinasi dan   fasilitas  pemerintahan
     Kelurahan
b. Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam  
c. Penegakan   Perda   dan Kamtibmas.
d. Meningkatkan   pelayanan   administrasi  kepada   masyarakat  
         serta   meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
e. Pemda  bekerja  sama  dengan pihak ke tiga untuk lebih bisa mengembangkan sektor Perdagangan.

 4. Pemetaan   dengan   perkecil   kelemahan   dan   hindariancaman
a.  Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
b.  Mengoptimalkan   fungsi        koordinasi     dan         fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
c.  Mengoptimalkan  sarana   dan  prasarana   serta dana  dalam pelaksanaan tugas.
d.  Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas;

3. Identifikasi Permasalahan terkait Capaian Indikator Kinerja Daerah
a. Tingkat Kemiskinan.
Tingkat Kemiskinan di Wilayah Kecamatan Sumbersari  masih relatif tinggi , sehingga   upaya –   upaya   pendampingan    bantuan    dan pemberdayaan    perlu   dilakukan   untuk    memutus lingkaran siklus keluarga miskin.
b. Tingkat Pengangguran.
Tingkat  pengangguran   di Wilayah   Kecamatan Sumbersari  masing reratif tinggi ,berdasarkan lapangan usahanya,sektor pertanian masih menjadi   tujuan   pekerjaan   utama   penduduk   Wilayah Kecamatan Sumbersari ,disusul sektor perdagangan ,hotel dan restoran.
c. Indek Pembangunan Manusia.
Indek   Pembangunan   Manusia ( IPM)   capaian   kemajuan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi di wilayah Kecamatan Sumbersari selama ini masih relatif rendah. 

3.2. Telaahan  Visi,  Misi  dan  Program  Kepala  Daerah  dan  Wakil  
    Kepala Terpilih
Penelaahan visi,misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2021-2025.
Proses telah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEKAB yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021- 2025.
Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2025,visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2021-2025 adalah :
“Sudah waktunya membenahi Jember, dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember “

dengan penjelasan sebagai berikut :

Jember Bersatu
Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan,sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintahan Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa,Politik,Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokok –Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah, Sehingga proaktif menyediakan diri untuk peran serta dalam mengatasi permasalah –permasalahan di masyarakat.
Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh karena itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tampa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil keb utuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumberdaya manusia dan anggran sangat terbatas untuk mengakomudasi seluruh kepentingan  dan kebutuhan masyarakat.
Jember bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untu mengsinergikan seluruh poten si masyarakat di wilayah Kabupaten Jember., potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.


Jember Lebih Makmur dan Sejahtera
Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yan g tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spriritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita idial, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman dan tentram , rukun dan damai.
Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang ,pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran  dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, dan bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis,maupun intelektualitas, Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi.

Jember Berkeadilan
Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang,bukan kesehjeteraan orang seorang maupun sekelompok orang.Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif,yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proposionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan.Proses pembangunan dari,oleh,dan untuk rakyat,yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar,diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.
Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarjinalisasi,agar uyang lemah tidak menjadi bertambah lemah,karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat.Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang,serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
 
Jember Mandiri
Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun,dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri.Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian.Membangunan kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan “ berdikari” (Berdiri di Atas Kaki Sendiri),dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya,baik seraca ekonomi,politik,hukum,sosial dan budaya,sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik;Berkedaulatan hukum;Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadiandalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember,bukan saja karena keunggulan komparatif (comparative advantage), tetapi terutama keunggulan kompetitif (competitive advantage), menyangkut peningkatan kualitas produk,manajemen produktif,pemasaran, dan akses permodalan,serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,usaha mikro,kecil,dan menengah (UMKM),khususnya menghadapi ASEAN Econimic Community yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN Socio Cultural Community  pada tahun 2015,agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosial kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara,diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing,dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan.Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (local wisdom)  harus pula dipelihara.diperkuat dan dikembangkan sebagai basis pembangunan,yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat ( lacal knowledge), atau kecerdasan lokal (local genius), yang menjadi dasar identitas budaya ( cultural identity) .
Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan aklak mulia,baik secara individual maupun sosial,dalam konteks rohaniah maupun spriritual, karena kesejahteraan tampa aklak dan moral akan mwmbawa kita ke dalam jurang kehancuran. Aklak merupakan budi pekerti,perangai,tabiat,atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini,yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial,toleransi sosial,solidalitas sosial, dan demokratis dalam menghadapai perbedaan ,serta menjunjung tinggi supremasi hukum,dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.


Visi terwujudnya “ Jember Menuju Masyarakat Makmur, sejahtera,Berkeadilan, dan Mandiri “, berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk emberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan.Jember untuk Indonesia.
Menelaah visi,misi, dan program kepala daerah adan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengindentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengarui pencapaian visi,dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengarui pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD.Dengan demikian,isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Untuk mewujudkan visoi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu “Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur,Sejahtera,Berkeadilan, dan Mandiri “.Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.
Sebagaimana kita sadari bersama,selama 10 tahun terakhir ini,dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada,kondisi masyarakat Jember masih belum belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan.


Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah.Potensi besar di kalangan masyarakat,pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tampa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun kedepan yang menjadi fokus,yaitu dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
Masalah-masalah pembangunan jang mengemuka,seperti masalah kemiskinan,pengangguran,masalah kesehatan,pendidikan dan rendahnya indek pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.
Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting,Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui prpses Pemilihan Kepala Daera haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,khususnya kaum dhuafa(miskin) yang selama ini ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginisasi (marginalized) Keterampasan ( deprivation)  serta pembungkaman (silencing)  dalam proses pembangunan.Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah,sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu,Program Pendataan Perlindungan Sosial ( PPLS) tahun 2011.Jumlah kaum dhuafa ini mencaai 250.000 Kepala Keluarga.
Visi Jember “Sudah waktunya membenahi Jember, dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember “, 




3.3. Telaahan Renstra Kementrian
Sesuai dengan peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Kementerian Dalam negeri tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Neregi 2015-2019 adalah “ Terwujudnya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam Negeri memalui pembinaan dan pengawasan secara obtimal dan efektif, pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan,penegakan demikrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat,memingkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan ,persatuan dan kesatuan, dan rasa cina tanah air, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah good vernance, clean govemance melalui peningkatan kapasitas Aparatur perancang kebijakan daerah,’ 
 
Sedangkan misi kementerian dalam negeri tahun 2015-2019 yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dalam upaya :
1. Memantapkan odiologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat terhadap pengamalan pancasila,UUD’45, Kebinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokrasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas penyelenggaraan umum melalui amonisasi hubungan pusat/daerah;
Menciptakan ketentraman,dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonmi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta didukung anggaran  keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik;
6. [bookmark: _Toc434137434]Mendorong terwujudnya tertip dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
A.    TELAAHAN RT RW
Peraturan perundang-undanganTata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan.  Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035.  Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.
Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Sumbersari termasuk kedalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi pusat pemerintahan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa. 
Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.
SedangkanRencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah.Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lingdung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal
Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemenfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan.Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait denganstruktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

B. TELAAHAN KLHS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutantelahmenjadidasardanterintegrasidalampembangunansuatuwilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadapkebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai intrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.
KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis.Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. 
     
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahpan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan,dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. 
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbersari adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Kecamatan,Kelurahan dalam pelayanan publik.
Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumbersari selama kurun waktu lima tahun ke belakang,tantangan dan peluang yang ada,serta telaah dari dokumen Renstra K/L dan Propinsi,maka dapat diidentifikasikan beberapa isu-isu srtrategis yang perlu ditindaklanjuti oleh kecamatan Sumbersari adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 
2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dibidang Pememerintahan;
4. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan peme Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dibidang Ketertiban dan Keamanan masyarakat.

2. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
4.1. TUJUAN  dan SASARAN
Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan   pada   jangka   waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun.
Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2025, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu
1. “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik” dan Sasaran yaitu : 
1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.
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Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,   Tatacara   Penyusunan,   Pengendalian,   Dan   Evaluasi   Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  Daerah,  bahwa  Program  adalah  bentuk  instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat,  yang  dikoordinasikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 51. Dan 5.2.
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BAB VI

[bookmark: _Toc434137440]INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 6.1
[bookmark: _GoBack]Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

	

NO
	SUB URUSAN/ INDIKATOR 
KINERJAPEMBANGUNANDAERAH
	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD
	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020
	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
	PD

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021
	

	1.8
	
Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik(PD Pelayanan Publik Kecamatan, Desa/Kelurahan)



	n/a
	0
	Bidang SKM bernilai Baik (>80)
	Bidang SKM bernilai Baik (>80)
	Bidang SKM bernilai Baik (>80)
	Bidang SKM bernilai Baik (>80)
	Bidang SKM bernilai Baik (>80)
	Bidang SKM bernilai Baik (>80)
	PD Pelayanan Publik, Kecamatan, Desa

	1.2.
	Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi Internet (Desa)
	0
	248
	248
	248
	248
	248
	248
	248
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,dan Desa Kecamatan Kaliwates,Sumbersari
dan Patrang

	2.1
	Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki tenaga dosen pendamping sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan (Desa/Kelurahan)
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	48
	248
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kaliwates,Sumersari dan Patrang 

	3.10
	Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat,dan Masyarakat Hukum adat 
	100
	150.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




[image: logo jember bagus transparan.gif]Pemerintah KabupatenJember
KECAMATAN SUMBERSARI KAB.JEMBER



	
	

	Rancangan Perubahan RENSTRA Kec.Sumbersari Kab. Jember Tahun 2021-2025
	53




BAB VII

3. [bookmark: _Toc434137441]  PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2021-2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Jember yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2025.
Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. 
Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 
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Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (good governance), bersih, berwibawa dan akuntable serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan tujuan dan sasarannya. 
	Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2019 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang baru. 
	Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Sumbersari  Kabupaten Jember ini diharapkan akan memberikan manfaat, terutama sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Sumbersari  pada setiap tahunnya. 
Jember,    Juni 2021
   CAMAT SUMERSARI
    KABUPATEN JEMBER




Drs. I S W A N D I,M.Si
Pembina Tk.I
NIP . 19640101 199302 1 009
[bookmark: _Toc434137442]




DAFTAR ISI
	
KATA PENGANTAR 		i
DAFTAR ISI 			ii
BAB	I	PENDAHULUAN		1
	1.1.	LATAR BELAKANG 		1
	1.2.	LANDASAN HUKUM		2
	1.3.	MAKSUD DAN TUJUAN 		  4
	1.4.	SISTEMATIKA PENULISAN 		5
BAB 	II	GAMBARAN PELAYANAN OPD		7
	2.1.	TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER		8
	2.2.	STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUMBERSARI............		24
	2.3.	SUMBER DAYA KECAMATAN SUMBERSARI 		27
	2.4.	KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUMBERSARI 	          29
	2.5.	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN SUMBERSARI  KABUPATEN JEMBER	  ......   30
BAB 	III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..........................................................	 33
	3.1.	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN SUMBERSARI  KABUPATEN JEMBER 	........................................................................	      33 
	3.2.	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH TERPILIH	..  38
	3.3.	TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN  ..................................      47
	3.4.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	  49
	3.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS		  52

BAB 	IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			51
[bookmark: _Hlk434137562]BAB 	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	                                                            52
BAB 	VI	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUMBERSARI  KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD			53
LAMPIRAN
	
[bookmark: _Toc415141399][bookmark: _Toc415207654]


	
	

	Rancangan Perubahan RENSTRA Kec. Sumbersari Kab. Jember Tahun 2021-2025
	iv



image1.png




